


ABSTRAK

Ammar, 03193049, skripsi dengan judul Penolakan Pedapang terhadap
kebijakan Pemerintahan  Nagari Membangun Ulang Pasar Nagari di Ujung
Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai
pembimbing I Dr. Afrizal dan pembimbing [I Doni Hendrik S.dp. M. Soc.
Sc.Skripsi ini terdiri dari 60 halaman dengan 10 referensi buke, 2 Skripsi, 3
Dokumen, 1 Artikel Koran, 2 Undang-undang dan peraturan lainnya.

Kehijakan wali nagari membangun ulang pasar nagari ditolak oleh pedagang
yang sebelumnya berjualan di Pasar Ujung Gading. Penclitian ini menggunakan
metode  Kualitatif, dengan tipe penelitian bersifal deskrifiif. teknik pemilihan
Informen  dilakukan secara  Porfosif Sampling. Teknik  pengumpulan  data
mengeunakan wawancara, dokumentasi,

Hasil dari penclitian ini didapat bahwa pedagang pasar menalak kebijakan
wali nagari membangun ulang pasar nagari karena pedagang tidak dilibatkan dalem
proses perumusan kebijakan, padahal pedagang harus mengelusrkan biava untuk
mercalisesikan kebijakan membangun pesar midersn, Selain it pedagang menaelak
kebijakan wali nagari kerena mahalnya harga vang ditawarkan aleh pemerintaban
nagari.
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A. Latar Belakang

[3 Sumatera Barat dengan keluamya UU Mo, 22 ahun 1999 lentang
Cionomi Daerah (revisi UL Moo 32 tahun 2004), pemerintah dacrah langsung
menangeapi hal tersebut dengan mengeluarkan Perda No. 8 Tahun 2000 tentang
Eetentuzn Pokok Pemerintahan Nagari pada tanggal 16 Desember 2000 {revisi
Mo, 2 tahun 2007). Setiap dacrah kabupaten vang ada di Sumatera Barat kemudian
mengamhil sikap dengan mengeluarkan Perda Kabupaten untuk pengaturan yang
ichih rinci kembali ke sistem pemerintahan magari sesuai dengan Xewenangan
ptonomi yang dimiliki dan keanckarapaman serta spesifikasi daerah, Salah satu
kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pasaman Barar

Dalom proses politik pemerintah ditunier untuk dapat merangseng
masvarakal agar dapat lurul serla berpartisifasi agar kebijakan politik vang
dihasilkan sesuai dengan spa vang direncanakan oleh pemerintah dan cita cila
masyarakal, Namun pada sast pemerinlah tidek berhasil dalam meningkatkan
partisipasi masvarakat den Kebijukan-kebijakon yang dihasilkan tidek sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka hal ini akan dapat
menimbulkan konflik antara masvarakat dengan pemerintahan daecrah.

Menurat Perda Pasaman Barat No. 22008 entang Pemerintahan Nagari,

nagari harus berusaha untuk mencari sumber pendapatan sendiri dan ini disebut



Pendapatan  Asli Nagari (PAN), sumberdayva yang dapal digupakan oleh
pemerintahan nagari adalah harla kekayaan nagari, salah satunya pasar nagar,

Pemerintshan napari mempunyai hak untuk mengelola pasar nagari,
diatur dalam Perda Pasbar o, 22008 BAB V] Bagian Pertama Pasal 103 vaiw
vang menjadi Harta Kekayaan Pemerintahan Magari adalah pasar nagari. tanah
lapangan, tempat rekreasi. mesiid, surau, balai nagari, tansh hutan, batang air,
tabek, denau  atau  telaga, jalan  nagari, bangunan  vang dibuat  oleh
pendudukiperantau untuk kepentingsn umum, harta benda dan kekayasan alam
lainnya. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekaysan pemerintaban nagari
dilaksanakan oleh pemerintahan nagari yang pelaksanaznnyva diatur dengan
peraturan nagari. Pemanfastan dan pengelolaan harta kekaysan pemerintahan
nagari dapat bekerjasama denpan fihak ketiga.

Denpan adanva tuntutan Perda Mo, 22008 tentsng pemerintahan nagari di
Pasaman Barat. nagari harus berusaha untuk menceri sumber pendapatan sendini.
Pemerintahan nagari mengeluarken kehijakan membangun wlang pasar nagor
bekerjasama dengan Nhak ketige yokni PT. Satria Muda Manugraha.

Schelum  kebijakan  imi direalisasikan,  pemerintahan napari  sudah
melakukan dua kali pertemuan dengan para pedegang yang sebelumnya berjualan
di Ifasar Ujung Gading, Peremusn-pertemusn vang diadekan tidak pernah
mendapatkan kesimpulan, kama pada sast berlanpsungnya perlemuan, banvak
para peserta rapet pulanpe sebelum rapal selesai.

Sctelah melakukan pertermuan dengan pedagang prser sebanvak dus kali,



pemerintahan nagari telah mengeluarkan surat pesanan seputar pembangunan
pasar Ujung Guding.  Kebijakan ini tertuang dalam pengumuman dun Kantor
Wali Nagari Ujung Gading sepenti berikut :

Sehubungan dengan pembongunan Posar Rave  Ljung

Cracting sewerg divndai. moaka pemili vang lamo afoy foko, Kios

ategne Los Posar  Ujung  Gading, HARAP SEGERA

MENDAFTAR ULANG DI KANTOR WALI NAGARS UJUNG

CFALUNG, palivg lambet tanggal 3 Fepraari 2007,

gt vang tdak welakukan pendafioran, dianggap fdak

ikt memesan loko, klos atan los aton Pasor vang barw, dan

galertt vang  bersangkutan akan diberikan kepade pemesan

faimmya.

Keluamya pegumuman dari Kantor Wali Magari Ujung Gading  tidak
dircspon oleh pedagang pasar, ini ditandal dengan sedikinya pedapang vang
mendaftarkan diri sebagai pembeli. Karena sedikitnya pedapgang vang mendafiar
maka pemerintalian nagari kembali menpeluarkan pengumuman yang kedua,
vaitu ;

|. Kepada pemesan toko, kios, stau los yang telah menerima formulin,
setelah diisi secara lengkap dan benar, disertai ship setoran vang
tnuka, agar segers menpembalikan ke bagian Pemasaran Pasar di
kantor Wali Magari Lljung Gading,

2. Nomor  Rekening  Pepampungan setoran muks  adalah

|SO0L02 10.03903-2 atas nama Drs. Ahmat Tamrin® Qg Panitia
PPembangunan Pasar Bava Ujung Gading pada Bank MNagari Cahang

Ujung Gading.

' Pengumurman dart Kamoes Wali Mogari tangen! | Feproari 2007
* Wali Magari Efjung Gading



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Kebijakan wvanyg dikeloarkan oleh pemerintahan nagari Ujung Gading
untuk membangun ulang pasar nagari bertujuan untuk menjadikan Pasar Ujung
{ading schagai sentra perekonomian di Pasaman Baral. Dengan adanva pasar
vang baru diharapkan nantinya para pembeli dari luar ikut berbelanja di Pasar
Ljung Gading, selain itn denpan adanya pasar yang baro bisa meningkatkan
Pendapatan Asli Magari (PAN).

Kebijakan untuk membanpun ulang pasar nagari mendapat perlawanan
dan dukungan baik dari masvarakat Upung Gading maupun dari pedagang.
disntaranya adalab penolakan yang dilakukan olel pedagang yang sebelumnya
berjualan di Pasar Ujung Gading yang menamakan dirinya Persatuan Pedagang
Pasar wvang menyatakan menolak kebijgkan wali nagari mengobah  pasar
teadisional menjadi pasar mederen, karna kebijakan ini merugikan bagi pedagang.

Keluarnya kebijakan pemerintahan nogan untuk membangun wlang pasar
napari direspon oleh pedagang vang sebelumnva berjualan i Pasar Ljung Gading
denpan  mengeluarkan surat edaran  tentang  penolakan seputar kebijakan
pemerintahan nagari yang ditujukan kepada Wali Nagari, Panitia Pembangunan
Pasar, Investor, Bupati Pasaman Barat dan DPRD Pasaman Barat, Keluamya
surat pedagang ini tidak direspon oleh pemerintaban nagard. Tidak adanya respon

pemeriniahan nagari menjadikan pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar
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